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Mengingat

SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

. a. bahwa irigasi mempunyai peranan penting dan me&arpaalah satu
komponen pendukung keberhasilan pembangunan partati wilayah
Provinsi Sulawesi Barat yang perlu dikelola secaiak, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat

b. bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah untuklestarikan
ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petasningkatkan
kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan dizarg@, serta sejalan
semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukkzdam tatanan
kehidupan bermasyarakat ;

c. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasngembangan
dan pengelolaan yang dilaksanakan secara partisipatu didukung
dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggungjeglambagaan
dalam pengelolaan irigasi.

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturanrif@meNomor 20
Tahun 2006 tentang lIrigasi, Pemerintah Provinsnyaknggarakan
sebagian wewenang Pemerintah di bidang pengembalagaoengelolaan
sistem irigasi ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesiad huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturamdbaentang Irigasi ;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PamatDasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesiauh 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadl@013) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistendidBya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia TaB92 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodii8)3

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeldlangkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun71B®mor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No6@9)3

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutgdhambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimanbald dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penet&®eaaturan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahui¥ 26ntang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1998arig
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negarguliti&
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembargraddeRepublik
Indonesia Nomor 4401) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberaDay
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N&@BpTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istod@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4389) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkeb(icembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembant&kovinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indon&saéun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik IrelanBlomor
4422) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikghambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéantdaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norh@5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomdB7}4
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhgareUndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtamrtdgpUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerami{aean Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahanhagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrakguangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbfran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaleandaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaf@aang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N&@&pTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentangdsiLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentaradisié) Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Ind@n&ahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
3838) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentagagsir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaRrawinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nedrapublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembargarddeRepublik
Indonesia Nomor 4737) ;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentanggeR#aan
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indondsihun 2008
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4858) ;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI BARAT

TENTANG IRIGASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

9.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan PerangkatalDaebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Suda®arat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresaeriptahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembarmteagan prinsip otonomi seluas-.
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatupoliRk Indonesia.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatergkiup Provinsi Sulawesi Barat.
Dinas Daerah adalah Satuan Kerja Organisasi Peaibglerah yang membidangi irigasi.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggwadj di bidang irigasi.

10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di ataspan di bawah permukaan tanah, termasuk

11.

12.

13

14.

15.

dalam pengertian ini air permukaan, air tanahhajan, dan air laut yang berada di darat.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami @#anfauatan yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, darbyagan air irigasi untuk menunjang
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaegasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi
pompa, dan irigasi tambak.

. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air &g manajemen irigasi, kelembagaan

pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Penyediaan air irigasi adalah penentuan volumeeirsatuan waktu yang dialokasikan dari
suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yadgsdirkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai
dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian danlikapdainnya.

Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang melgmmbagian, pemberian, dan penggunaan air
irigasi.



16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi iavadgunan bagi dalam jaringan primer
dan/atau jaringan sekunder.

17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkardengan jumlah tertentu dari jaringan
primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaaikalari petak tersier untuk mengairi lahan
pertanian pada saat diperlukan.

19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainaslalah pengaliran kelebihan air yang
sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daegdsiriertentu.

20.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapddri satu jaringan irigasi.

21.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, danupamgpelengkapnya yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagmeemberian, penggunaan, dan
pembuangan air irigasi.

22.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringayasi yang terdiri dari bangunan utama,
saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bagbagi, bangunan bagi sadap, bangunan
sadap, dan bangunan pelengkapnya.

23.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jannggasi yang terdiri dari saluran sekunder,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunaisdiap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.

24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibateh batas hidrogeologis, tempat semua
kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbulmengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung.

25.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasig airnya berasal dari air tanah, mulai dari
sumur dan instalasi pompa sampai dengan salurgasiriair tanah termasuk bangunan di
dalamnya.

26. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jamngigasi air tanah yang dimulai setelah
bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

27.Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi ydibgngun dan dikelola oleh masyarakat desa
atau pemerintah desa.

28.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasng/doerfungsi sebagai prasarana pelayanan air
irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saturtersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bamgoglangkapnya.

29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yangebak dalam bidang pertanian, baik
yang telah tergabung dalam organisasi perkumputanppemakai air maupun petani lainnya
yang belum tergabung dalam organisasi perkumpdganppemakai air.

30. Perkumpulan petani pemakai air, yang selanjutnysekdit P3A adalah kelembagaan
pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pamak dalam suatu daerah pelayanan
irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sersgicara demokratis, termasuk lembaga lokal
pengelola irigasi.

31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memlpérdan memakai atau mengusahakan air
dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

32.Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak unt@omperoleh dan memakai air dari sumber air
untuk kepentingan pertanian.

33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak unt@knperoleh dan mengusahakan air dari
sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.

34. Hak Ulayat adalah hak masyarakat adat atas tarah ad

35.Garis sempadan irigasi adalah garis batas luar goeagan daerah irigasi untuk
mempertahankan fungsi dan prasarana irigasi.

36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunagga irigasi baru dan/atau peningkatan
jaringan irigasi yang sudah ada.



37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegipémnyediaan jaringan irigasi di wilayah
tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan mestkgn fungsi dan kondisi jaringan irigasi
yang sudah ada atau kegiatan menambah luas ateghp@n pada jaringan irigasi yang sudah
ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisulnggin daerah irigasi.

39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yanglipoti opetasi, pemeliharaan, dan
rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturanirigiasi danpembuangannya, termasuk
kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigashpyosun rencana tata tanam, menyusun
sistem golongan, menyusun rencana pembagian algksamakan alibrasi pintu/bangunan,
mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya mengaya mengamankan jaringan iriasi agar
selalu dapat befungsi dengan baik guna memperlangalaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariannya.

42.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan pedra jaringan irigasi guna mengembalikan
fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

43.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemaeqg Yyerstruktur untuk perencanaan
pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi gunaapantingkat pelayanan yang ditetapkan
dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan gang jaringan irigasi dengan pembiayaan
pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

44.Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinaan ckomunikasi antara Wakil Pemerintah
Provinsi, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai air Ratgdaerah irigasi, Wakil Pengguna
jaringan irigasi pada Provinsi, dan Wakil Komisgasi Kabupaten/Kota.

45. Komisi Irigasi Antar Provinsi adalah lembaga kooedii dan komunikasi antara Wakil
Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, Wakil Ksintiigasi Provinsi yang terkait, Wakil
Perkumpulan Petani Pemakai air tingkat daerahsridsakil Pengguna jaringan irigasi di suatu
daerah irigasi lintas Provinsi.

46. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinkasi komunikasi antara Wakil Pemerintah
Kabupaten, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai agkah daerah irigasi, Wakil Pengguna
jaringan irigasi pada Kabupaten yang terkait.

BAB 11
MAKSUD, LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Maksud

Pasal 2
Pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk memenuhutkgtan air baku untuk pertanian, sehingga
terwujud peningkatan pendapatan masyarakat petani.

Lingkup

Pasal 3

Mengingat irigasi yang merupakan bagian dari hhajdtip orang banyak, oleh karena itu perlu
pengaturan dan pemanfaatannya untuk mendukung kiraitas usaha tani guna meningkatkan
produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangaion@ dan kesejahteraan masyarakat,
khususnya petani.

Tujuan

Pasal 4



Pengembangan dan pengelolaan irigasi dikelola joartuuntuk mewujudkan kemanfaatan air
dalam bidang pertanian secara menyeluruh, terpadu lebrwawasan lingkungan serta untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususngai pet

Fungsi
Pasal 5

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitashessani guna meningkatkan produksi pertanian
dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kemgahtmasyarakat, khususnya petani, yang
diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

BAB |11
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 6

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bantupewujudkan kemanfaatan air dalam
bidang pertanian.

(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi semagai dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, beasan lingkungan hidup, transparan,
akuntabel, dan berkeadilan.

(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi set@agai dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi.

Pasal 7

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi uitdetkoleh Pemerintah Daerah, melibatkan
semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamk&pantingan dan peran serta
masyarakat petani. dan badan usaha, badan séaiaherseorangan

(2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dilakaar@deh Badan Usaha, Badan Sosial atau
perseorangan diselenggarakan dengan memperhagkantingan masyarakat di sekitarnya dan
mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 8

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakaa dengan pendayagunaan sumber
daya air yang didasarkan pada keterkaitan antaifaugn, air permukaan, dan air tanah secara
terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan airksamu

(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi semagai dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi kesatuan pengembangan dan pengelolaan,
dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irtgas pengguna jaringan irigasi di bagian
hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

BAB |V
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 9

(1) Untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan sistem siigali Provinsi, dibentuk kelembagaan
pengelolaan irigasi.

(2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dirdgbada ayat (1) meliputi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi irigasi, P3A Ktamisi Irigasi Provinsi.



BABV

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A), GABUNGAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A), DAN
INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (1P3A)

Bagian Kesatu
Perkumpulan Penati Pemakai Air (P3A)
Pasal 10

(1) P3A merupakan organisasi petani pemakai air yamgifaeyang bersifat sosial-ekonomi dan
budaya yang berfwawasan lingkungan dan berasaskangyroyong.

(2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: atas
a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3Ah; da
c. Induk Perkumpulan Petani pemakai Air (IP3A).
(3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada aydtadijitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Petani Pemakai Air wajib membentuk P3A secara deatis pada setiap daerah layanan/petak
tersier atau desa.

(2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayditaldykan melalui proses penngambilan
keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurandug per tiga dari jumlah P3A dalam
satu blok layanan tersier.

(3) Keanggotaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayad(fi)atas petani yang mendapat manfat
secara langsung dari pelayanan petak tersier,siripampa, dan irihasi perdesaan yang
mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penya&amhs pemilik kolam ikan yang
mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidarigrqpan yang memanfaatkan air irigasi.

Bagian Kedua
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)
Pasal 12
(1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.

(2) GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, damukumeberapa P3A yang berada dalam
daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotagntemtiri atas P3A yang berada pada blok
sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kgga

(3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayanid® mengoordinasikan beberapa
P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekugdleungan beberapa blok sekunder, atau
satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi di wilayah kerjanya.

(4) Keanggota GP3A sebagaimana dimaksud pada ayar@l) tats P3A yang berada pada daerah
layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.

Bagian Ketiga
Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Pasal 13
(1) GP3A dapat membentuk IP3A.



(2) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3Agyberada dalam satu daerah irigasi
secara demokratis dengan kepengurusan dan keaaggetairi atas perwakilan GP3A yang
berada pada satu daerah irigasi.

(3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada aydiut@makan untuk mengoordinasikan
beberap GP3A yang berada pada daerah layananitdokgu, gabungan beberapa blok premier
atau satu daerah irigasi dalam berperan serta padgembangan dan pengelolaan sistem
irigasi.

(4) Keanggotaan IP3A terdiri atas GP3A yang berada patiadaerah irigasi.

Pasal 14

(1) P3A wajib membentuk P3A secara demokratis padapseferah layanan/petak tersier atau
desa.

(2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mémkb&abungan P3A pada daerah
layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok dekustau satu daerah irigasi.

(3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (&) m@mbentuk Induk P3A pada daerah
layanan/blok primer, gabungan beberapa blok priatay satu daerah irigasi.

BAB VI
KOMISI IRIGASI
Bagian Kesatu
Komisi Irigasi Provinsi
Pasal 15

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistegasti Gubernur membentuk Komisi
Irigasi Povinsi.

(2) Komisi Irigasi berkedudukan di Ibukota Provinsi, dau.

(3) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimanaa#isud pada ayat (1) terdiri dari Wakil
Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait, WakBA2, Wakil Pemerintah Daerah, dan wakil
kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsignjgotaan proporsional dan keterwakilan.

(4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaanskbigasi Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubetengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Komisi Irigasi Provinsi mempunyai wilayah kerja gameliputi :

a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewedanganggung jawab Pemerintah Daerah
yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000shimpai dengan 3.000 Ha atau pada daerah
irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/kota ; dan

b. daerah irigasi strategi nasional dan daedrah irigasg luasnya lebih dari 3.000 Ha yang
bersifat lintas kabupaten/Kota, baik yang ditugasipantuankan maupun yang belum ditugas-
pembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintatalbae

Pasal 17

(1) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dBasal 15 huruf a, Komisi Irigasi Provinsi
membantu Gubernur dengan tugas:

a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan nteningkatkan kondisi dan
fungsi irigasi;



merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembag@np@aberian air irigasi bagi
pertanian, dan keperluan lainnya ;

merekomendasikan prioritas alokasi dana pengeldlagasi melalui forum musyawarah
pembangunan :

merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkdeh Dinas dengan
mempertimbangkan debit air yang tersedia padapsééarah irigasi, pemberian air serentak
atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencanaagen dan pemberian air;

merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasg@n irigasi yang meliputi prioritas
penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan fasorehabilitasi ;

memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelakst irigasi ;

memberikan pertimbangan dan masukan atas pembeiiaralokasi air untuk kegiatan
perluasan daerah layanan layanan irigasi dan pleatizug jaringan irigasi ;

memberikan masukan kepada Gubernur mengenai panetak guna pakai air untuk
irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kep@ddan Usaha, Badan Sosial, ataupun
perseorangan ;

membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengaasasalahan daerah irigasi
akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencéara &in ;

memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaymgaekeandalan dan keberlanjutan
sistem irigasi ; dan

melaporkan kepada Gubernur hasil program dan mpgnasukan yang diperoleh, serta
melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (salw)n kegiatan.

(2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada Padaliruf b, Komisi Irigasi Provinsi
membantu Gubernur dengan tugas :

a.

mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Mamttuk mempertahankan dan
meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembag@npeaberian air irigasi bagi
pertanian, dan keperluan lainnya ;

merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana gbelagn irigasi melalui forum
musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepadaehlent

merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkégh Dinas dengan
mempertimbangkan debit air yang tersedia padapsééarah irigasi, pemberian air serentak
atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencaniaagéen dan pemberian air;

merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasg@n irigasi yang meliputi prioritas
penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan f@sorehabilitasi untuk diteruskan kepada
Menteri ;

memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengeldaat irigasi untuk diteruskan
kepada Menteri ;

memberikan pertimbangan dan masukan atas pembeiiaralokasi air untuk kegiatan
perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan gkatan jaringan irigasi ;

memberikan masukan kepada Gubernur mengenai panetak guna pakai air untuk
irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kep@ddan Usaha, Badan Sosial, ataupun
perseorangan ;

membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengaasasalahan daerah irigasi
akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencéara &in ;

memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaymgaekeandalan dan keberlanjutan
sistem irigasi ; dan

melaporkan kepada Gubernur hasil program dan mopgnasukan yang diperoleh, serta
melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (saltwin kegiatan.



Bagian Kedua
Komisi Irigasi Antar Provinsi
Pasal 18

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistegasrilintas Provinsi, Gubernur dan
Gubernur lainnya dapat membentuk Komisi IrigasiakiRrovinsi;

(2) Keanggotaan Komisi Irigasi Antar Provinsi sebagmm dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/kaaagy terkait, wakil P3A, Wakil Pemerintah
Daerah, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigdengan prinsip keanggotaan
proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi Irigasi Antar Provinsi sebagaimana dimakpada ayat (1) mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan giatian kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemkbaridrigasi bagi pertanian dan
keperluan lainnya; dan

d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolagasi pada daerah irigasi lintas
Provinsi.

(4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaaniskdngasi Antar Provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Bersama Antar Gubernur yang lgkis@m dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Forum Koordinasi Daerah Irigasi
Pasal 19

(1) Untuk keterpaduan pengelolaan irigasi yang jaringarberfungsi multiguna pada suatu daerah
irigasi, dapat dibentuk Forum Koordinasi Daeragdsi.

(2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebege dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinaimdgenyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pengembangan dan pengelolaan sistem ingaguti:

a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan pdagelolaan sistem irigasi di
wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengampegimbangkan kepentingan Daerah
sekitarnya;

b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primersd&uonder pada daerah irigasi lintas
Kabupaten;

c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primersgiknonder pada daerah irigasi yang luasnya
1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha atau pada dagyasi yang bersifat lintas Kabupaten;

d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kéd@das penggunaan dan pengusahaan
air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungartanah lintas Kabupaten untuk irigasi;

e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaddéam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi;



f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban ksdaaan pengembangan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten;

g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban ksdaaan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.0Gamgpai dengan 3.000 ha atau pada daerah
irigasi yang bersifat lintas Kabupaten;

h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dagelpéan sistem irigasi kepada
Pemerintah Kabupaten;

i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dataigembangan dan pengelolaan sistem
irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakatnpetias permintaannya berdasarkan prinsip
kemandirian;

J.  membentuk Komisi Irigasi Provinsi dan P3A;

k. bersama dengan Pemerintah Daerah lain yang tet&pdat membentuk Komisi Irigasi Antar
Provinsi; dan

.  memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengnpdha/atau pembongkaran bangunan
dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi pridan sekunder dalam daerah irigasi lintas
Kabupaten.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama, lesigath Pemerintah, Pemerintah Kabupaten
atau Pemerintah Provinsi lain dalam pengembanganpdagelolaan jaringan irigasi primer dan
sekunder atas dasar kesepakatan sesuai denganu@etgreraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGAS

Pasal 22

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangapetzgelolaan sistem irigasi diwujudkan
mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusamn dpelaksanaan kegiatan dalam
pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaanmgtiabilitasi.

(2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaBadd ayat (1) dapat diwujudkan dalam
bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenzajayial, dan dana.

(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksagh ayat (1) dilakukan secara
perseorangan atau melalui P3A.

(4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaleial ayat (1) didasarkan atas kemauan dan
kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitaaskemandirian.

(5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaBadd ayat (1) dapat disalurkan melalui
P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyapatahi dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dasa tanggung jawab guna keberlanjutan
sistem irigasi.

BAB I X
PEMBERDAYAAN
Pasal 24



(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kefelmerintah Kabupaten dalam
pemberdayaan Satuan Organisasi Perangkat Daeralp#teh atau Instansi teknis yang terkait
di bidang irigasi dan pemberdayaan P3A, serta dafgngembangan dan pengelolaan sistem
irigasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis dae3A dalam melaksanakan
pemberdayaan.

(3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayatlii@sanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Pemerintah Daerah :

a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknolafang irigasi hasil penelitian dan
pengembangan kepada masyarakat petani;

b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan tegintépat guna yang sesuai dengan
kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;

c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan pemeldan pengembangan teknologi di bidang
irigasi; dan

d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuénotegi dalam bidang irigasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengakuan atas Hak Ulayat
Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber dayaesigakui hak ulayat masyarakat hukum
adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yakagitan dengan penggunaan air dan sumber air
untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang beaientangan dengan kepentingan nasional dan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi
Pasal 27
(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakauiuk irigasi dan hak guna usaha air untuk
irigasi.
(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuktaeian rakyat.
(3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untugrian pengusahaan di bidang pertanian.

Pasal 28

(1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunam sigfasi baru pada daerah irigasi
lintas Kabupaten/Kota, atau peningkatan sistemagiigyang sudah ada harus mengajukan
permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur

(2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohomrian prinsip alokasi air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasanksil pengkajian dengan
memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air siigaspek lingkungan, dan kepentingan
lainnya.



(3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air s@iragna dimaksud pada ayat (1) disetujui,
pengembang dapat melaksanakan pembangunan sisgasi ibaru atau peningkatan sistem
irigasi yang sudah ada.

(4) 1zin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guair untuk irigasi oleh Gubernur, dengan
memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air siigaspek lingkungan, dan kepentingan
lainnya berdasarkan permintaan:

a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dgwa oleh Pemerintah atau oleh
perkumpulan petani pemakai air; dan

b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, jamiogan irigasi yang telah selesai
dibangun.

(5) Izin prinsip alokasi air menjadi hak guna air untugasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

(1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepadasyarakat petani melalui P3A dan bagi
pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasy sudah ada diperoleh tanpa izin.

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dim@ksada ayat (1) diberikan pada setiap
daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangurzmaL

(3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana diméksada ayat (1) diberikan dalam bentuk
Keputusan Gubernur, dengan dilengkapi denganarndaftar petak primer, petak sekunder,
dan petak tersier yang mendapatkan air.

(4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertaniaryeakpada sistem irigasi baru dan sistem irigasi
yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petetalui P3A berdasarkan permohonan
izin pemakaian air untuk irigasi.

(5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimdksada ayat (4) diberikan pada setiap
daerah irigasi di pintu pengambilan pada banguzmaL

(6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana diméksada ayat (4) diberikan dalam bentuk
Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannyadijjangkapi dengan rincian daftar petak
primer, petak sekunder, dan petak tersier yang apatklan air.

(7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan padatssstem irigasi sesuai dengan luas daerah
irigasi yang dimanfaatkan.

(8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi sebaftima) tahun oleh Gubernur, untuk mengkaji
ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untiglasir dengan penggunaan air dan
ketersediaan air pada sumbernya.

(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayatig@hakan Gubernur sebagai dasar untuk
melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak gake pir untuk irigasi.

Pasal 30

(1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi Badan UsBhadan Sosial, atau perseorangan di daerah
irigasi lintas Kabupaten diberikan berdasarkan. izin

(2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dinthgada ayat (1) diberikan dalam bentuk
Keputusan Gubenur, berdasarkan permohonan izgugahaan air untuk irigasi.

(3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksadagat (2) diberikan secara selektif
dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuknpaane kebutuhan pokok sehari-hari dan
irigasi pertanian rakyat.

(4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dinthkada ayat (1) diberikan untuk daerah
pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bagutama.



(5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dinthgada ayat (4) diberikan untuk daerah
pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) talaundapat diperpanjang.

(6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi s&i@lima) tahun oleh Gubernur, untuk mengkaji
ulang kesesuaian antara hak guna usaha air unig&siirdengan penggunaan air dan
ketersediaan air pada sumbernya.

(7) Hasil evaluasi sebagaimadanaksud pada ayat (6) digunakan Gubernur, selohgar untuk
melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak geateatair untuk irigasi.

Pasal 31

Pemberian izin untuk memperoleh hak guna air uivigksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, berpedoman pada ketentuan peraturan perundeamngan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi
Pasal 32

(1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukungdpktivitas lahan dalam rangka
meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

(2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaardimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhamykain

(3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud padt (&y direncanakan berdasarkan pada
prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan akgnnsebagai dasar penyusunan rencana
tata tanam.

(4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksada payat (1), Dinas Daerah
mengupayakan:

a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daeigdsi atau antardaerah irigasi.

b. keandalan ketersediaan air irigasi serta petaj@am dan perbaikan mutu air irigasi dalam
rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 33

(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimd&kud Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan
oleh Dinas Daerah berdasarkan usulan P3A.

(2) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi [Rvagnsi dilakukan bersama oleh Dinas
Daerah yang terkait dan dibahas melalui KomisiaigAntar Provinsi.

(3) Penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencare teatam dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud daksalR1, disusun dalam rencana tahunan
penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.

(2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigaagagnana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh Dinas Daerah berdasarkan usulan P3A yangsalikian pada rancangan rencana tata
tanam.

(3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigaagagnana dimaksud pada ayat (2) dibahas
dan disepakati dalam Komisi Irigasi Provinsi sesleaigan daerah irigasinya.



(4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigdsigagnana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi dalam tagdewan Sumber Daya Air yang
bersangkutan guna mendapatkan alokasi air uniygsii

(5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigdsigagnana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidakaukupi sehingga menyebabkan perubahan
rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubaha@kasi air untuk irigasi, P3A
menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tandaemh irigasi yang bersangkutan.

Pasal 35

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yaaggakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi
sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Difaaerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air
irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan psogian penyediaan dan pengaturan air irigasi
setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi
Pasal 36

(1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkanratesina tahunan pengaturan air irigasi yang
memuat rencana tahunan pembagian dan pemberiiiigasi.

(2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberiaigasi disusun oleh Dinas Daerah
berdasarkan rencana tahunan penyediaan air idgasisulan P3A mengenai kebutuhan air dan
rencana tata tanam.

(3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberiegasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigaivinsi sesuai dengan daerah irigasinya
dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasg yhsepakati P3A di setiap daerah irigasi.

(4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberiegasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigdiseétapkan Gubernur.

(5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkaran@ntahunan pembagian dan pemberian air
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dindalaipetak primer, sekunder sampai dengan
tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irg@suai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 37

(1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/gingan sekunder dilakukan melalui
bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang tealugan.

(2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dikakumelalui bangunan sadap atau bangunan
bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 38
(1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjak tlan tanggung jawab P3A.

(2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran éersatau saluran kuarter pada tempat
pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

(3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakidetelah mendapat izin dari Gubernur.

(4) 1zin penggunaan air sebagaimana dimaksud pada(3yaiapat didelegasikan kepada Kepala
Dinas.



Pasal 39

(1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukumngaturan air irigasi dilakukan secara
bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud paata(hydapat didelegasikan kepada Kepala
Dinas.

Bagian Kelima
Drainase
Pasal 40

(1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dangembangunan jaringan drainase yang
merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigagi lyarsangkutan.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayar{ingsi untuk mengalirkan kelebihan
air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaramg drainase harus dijaga mutunya dengan
upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi peasyaraitu berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajilganjaga kelangsungan fungsi drainase.
(5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang daeagganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
dari Sumber Air
Pasal 41

(1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langstiaug sumber air permukaan harus mendapat
izin dari Gubernur.

(2) 1zin penggunaan air untuk irigasi sebagaimana dsmékpada ayat (1) dapat didelegasikan
kepada Kepala Dinas.

BAB XI
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi
Pasal 42

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkncana induk pengelolaan sumber
daya air di wilayah sungai dengan memperhatikarcaiem pembangunan pertanian, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimakadd pyat (1) harus mendapat izin dan
persetujuan desain dari Gubernur.

(3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksar@kh Gubernur.

(4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagairdamaksud pada ayat (3) dapat
didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 43
(1) Dinas bertanggung jawab dalam pembangunan jarimiggsi primer dan sekunder.



(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekundpatddilakukan oleh P3A sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin daerGur.

(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi haktdaggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangjanizigan irigasi tersier yang menjadi
hak dan tanggung jawabnya, Dinas Daerah dapat memlpembangunan jaringan irigasi
tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan medratkan prinsip kemandirian.

(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yamgnfaatkan air dari sumber air melalui
jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat bamgun jaringannya sendiri setelah
memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernu

(6) Pemberian izin pembangunan jaringan irigasi sebayaa dimaksud pada ayat (5), berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaladn

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi
Pasal 44

(1) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksadh myat (1) dilaksanakan berdasarkan
rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilasiangai dengan meperhatikan rencana
pembangunan pertanian dengan berpedoman pada uetepératuran perundnag-undangan
yang berlaku.

(2) Peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izmpasetujuan desain dari Gubernur.
(3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanalah Dinas Daerah.

Pasal 45
(1) Dinas Daerah bertanggung jawab dalam peningkateng@n irigasi primer dan sekunder.

(2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekundgratiailakukan oleh P3A sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin daerGur.

(3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak @&aggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkjai@mgan irigasi tersier yang menjadi
hak dan tanggung jawabnya, Dinas Daerah dapat memhb@eningkatan jaringan irigasi
berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikasip kemandirian.

(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yamgnfaatkan air dari sumber air melalui
jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapatimgiatkan jaringannya sendiri setelah
memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernu

(6) 1zin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksida ggat (5) dapat didelegasikan kepada
Kepala Dinas.

Pasal 46

(1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigmsepdan sekunder yang mengakibatkan
perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primi@n sekunder harus mendapat izin dari
Gubernur.

(2) 1zin pengubahan dan/atau pembongkaran jaringaasirigrimer dan sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepagalK Dinas.

(3) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigesiet harus mendapat persetujuan dari
P3A.

Pasal 47
(1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringgasirdilakukan bersamaan dengan kegiatan



pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuaiademgncana dan program pengembangan
pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan pe&ti@mpat.

(2) Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian berisghagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundanggarmdgang berlaku.

BAB X1l
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGAS

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pasal 48

(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primen dakunder menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pearadih jaringan irigasi primer dan sekunder
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanagsbdan pemeliharaan jaringan irigasi
primer dan sekunder.

(4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer skkunder dilaksanakan atas dasar rencana
tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakatarba secara tertulis antara Pemerintah
Daerah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di peteerah irigasi.

(5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersiemjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milikaradsaha, badan sosial, atau perseorangan
menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operaspdareliharaan jaringan irigasi yang menjadi
hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapatberikan bantuan dan/atau dukungan
fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A denganpeehatikan prinsip kemandirian.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringanbdgian jaringan irigasi yang harus
dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.

(2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (ksallakan untuk keperluan pemeriksaan
atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 51

(1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringaasridilakukan pengamanan jaringan irigasi
yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringgasir

(2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksdd pgat (1) dilakukan oleh instansi
pemerintah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tamgggawab masing-masing.

Pasal 52
(1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlys@metapan garis sempadan pada jaringan
irigasi.
(2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pataaja irigasi yang menjadi
kewenangannya, yaitu :
a. 50 meter apabila berada di luar permukiman ;

b. 25 meter apabila berada di dalam permukiman.



(3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusakngangan irigasi, Pemerintah Daerah
menetapkan larangan membuat galian pada jaraktiedeluar garis sempadan.

(4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, digranengubah dan/atau membongkar
bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, imieardbangunan lain di dalam, di atas, atau
yang melintasi saluran irigasi, menanam dan meguadi wilayah sempadan irigasi, kecuali
atas izin Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringarsiirigenetapan garis sempadan jaringan irigasi,
dan pengamanan jaringan irigasi berpedoman pa@atken peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pasal 54

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdeesarurutan prioritas kebutuhan perbaikan
irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah, setaamperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi
Provinsi, dan sesuai ketentuan peraturan perundadgngan yang berlaku.

(2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimakpada ayat (1) harus mendapat izin dan
persetujuan desain dari Gubernur.

(3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakeh Dinas Daerah.

Pasal 55
(1) Gubernur bertanggung jawab dalam rehabilitasnggm irigasi primer dan sekunder.

(2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jannggasi primer dan sekunder sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetigug@ubernur.

(3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hakdanggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabhiljgsgan irigasi tersier yang menjadi
hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah da@atbantu rehabilitasi jaringan irigasi
tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan msratkan prinsip kemandirian.

(5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau B@&ndgung jawab dalam rehabilitasi
jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkangudbahan dan/atau pembongkaran jaringan
irigasi primer dan sekunder harus mendapatkardainGubernur.

(2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigesiet harus mendapat persetujuan dari
P3A.

(3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiathabgitasi dan peningkatan jaringan irigasi
harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

(4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatéabéitasi yang direncanakan, rehabilitasi

akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringgassi dapat dilakukan paling lama 6 (enam)
bulan.

(5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama deterkuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayatl@Rsahnakan oleh Dinas Daerah.



(7) 1zin rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimwl pada ayat (1) dapat didelegasikan
kepada Kepala Dinas.

BAB XIII
PENGELOLAAN ASET IRIGAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasirenganaan pengelolaan, pelaksanaan
pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaah idgasi, serta pemutakhiran hasil
inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 58
(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan petkdng pengelolaan irigasi.

(2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk megratkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi,
dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketexardir, nilai aset, dan areal pelayanan pada
setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutstersi irigasi.

(3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi beatujuntuk mendapatkan data jumlah,
spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolirigasi.

(4) Dinas Daerah melaksanakan inventarisasi asesiriga

(5) Dinas Daerah melakukan kompilasi atas hasil irargsdsi aset irigasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang dilakukan otghd?intah Daerah.

Pasal 59

(1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimakdahm Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan
setahun sekali pada setiap daerah irigasi.

(2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebag@ dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiapattaiigasi.

(3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informgsisiryang didasarkan atas dokumen
inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksuahd&asal 53 ayat (1).

(4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud @a@a (3) merupakan sub sistem informasi
sumber daya air.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 60

(1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi teegianalisis data hasil inventarisasi aset
irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut unt@agoptimalkan pemanfaatan aset irigasi
dalam setiap daerah irigasi.

(2) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannyauswenydan menetapkan rencana
pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.

(3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi daakudecara terpadu, transparan, dan
akuntabel dengan melibatkan semua pemakai aisirtign pengguna jaringan irigasi.



(4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, ataunparan petani pemakai air menyusun
rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tamgg@gwabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 61

(1) Dinas Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya raakan pengelolaan aset irigasi secara
berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaairigast yang telah ditetapkan.

(2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Bléksanakan pengelolaan aset irigasi yang
menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 62

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementasd dan/atau pengelolaannya kepada P3A
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundaaigan yang berlaku.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 63
(1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan pengelak&nrigasi setiap tahun.

(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi aghaga dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Kepala Dinas.

(3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau BE8Wantu Kepala Dinas dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yaegjadi tanggung jawabnya secara
berkelanjutan.

(4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi agbaga dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencangelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 64
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi ditgatakan oleh Dinas Daerah.

Pasal 65
Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan sesuai ketemeraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi
Pasal 66

(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer sikunder menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerabh.

(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersiajatietanggung jawab P3A.



(3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, salueamasgp50 meter dari bangunan-sadap,
boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lairmgnjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembanganggn irigasi tersier, Pemerintah
Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangamajarimigasi tersier, berdasarkan
permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsipekelirian.

(5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yangetigghrakan oleh Badan Usaha, Badan
Sosial, atau peroangan ditanggung oleh masing-gasin

(6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daeratk pengembangan jaringan irigasi
pada daerah irigasi lintas provinsi atau stratemasional, tetapi belum menjadi prioritas
nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, danf&merintah Kabupaten dapat saling bekerja
sama dalam pembiayaan.

(7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pataleri Kabupaten/Kota untuk
pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigatasl Kabupaten tetapi belum menjadi
prioritas Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pertadri Provinsi dapat saling bekerja sama
dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 67

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dakunder menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerabh.

(2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer skkunder didasarkan atas angka kebutuhan
nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigas

(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaansirjgeda setiap daerah irigasi dilakukan
Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkaeluggan jaringan dengan
memperhatikan kontribusi P3A.

(4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringayasripada setiap daerah irigasi disepakati
Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 68

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer siekunder sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) merupakan dana pengelolaaniiygag pengelolaannya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimarekslich pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaggasr yang pengelolaannya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dengaaiu?an Daerah.

Pasal 69

(1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daeatk rehabilitasi jaringan irigasi lintas
provinsi atau daerah irigasi strategis nasionabpietbelum menjadi prioritas nasional,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemeritdblipaten/Kota dapat saling bekerja
sama dalam pembiayaan.

(2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh PetaleriKabupaten untuk rehabilitasi
jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabapattetapi belum menjadi prioritas Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daeralat dagling bekerja sama dalam
pembiayaan.



Pasal 70
(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier jaoertanggung jawab P3A di wilayah
kerjanya.
(2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaamgan irigasi tersier yang menjadi

tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memlgarbiayaan pengelolaan jaringan
irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari R3#gdn memperhatikan prinsip kemandirian.

(3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibaraleh Badan Usaha, Badan Sosial, atau
perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

(4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalammipi@yaan pengelolaan jaringan irigasi yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

(1) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi #&amisi Irigasi Antar Provinsi menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan
Pengelolaadaringan Irigasi

Pasal 72

(1) Komisi Irigasi Provinsi mengoordinasikan dan menkaau perencanaan pembiayaan
pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggamgb Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudndBksal 61 ayat (1) yang berada di
wilayah Provinsi.

(2) Komisi Irigasi Antar Provinsi mengoordinasikan daremadukan perencanaan pembiayaan
pengelolaan jaringan irigasi lintas Provinsi.

(3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayalzagamana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada usulan priorutas pembiayaan pengelojagngan lintas irigasi yang
disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

(4) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayat@agaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaamggb@aan jaringan irigasi yang
disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 73

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelaldagan irigasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGAS

Pasal 74
(1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat gam irigasi, Gubernur mengupayakan
ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendadikia fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

(2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab d#inii irigasi berperan mengendalikan
terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk képan non pertanian.



(3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilaymsial irigasi dalam rencana tata
ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangaomalsi

Pasal 75
(1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakuKescuali terdapat:
a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya funiganldan jaringan irigasi.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahangéd& beserta jaringannya yang
diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang avilay

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukartgenalang sistem irigasi dalam hal:
a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

(4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang uk@lakegiatan yang dapat mengakibatkan
alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rendate ruang wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan besidpeserta jaringannya.

BAB XVI
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGAS

Pasal 76

(1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukanahelKomisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi
Antar Provinsi, dan/atau Forum Koordinasi Daeradabi.

(2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistgyasiy Komisi Irigasi dapat mengundang
pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri r'§jgadang Komisi untuk memperoleh
informasi yang diperlukan.

(3) Hubungan kerja Antar Komisi Irigasi dan hubungamj&kentara Komisi Irigasi dan Dewan
Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordihati

(4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daemapasi yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota dan daerah irigasi yang sudah dskagaoleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Provinsi kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan mekaanisi Irigasi Kabupaten/Kota.

(5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daetighsi yang menjadi kewenangan Provinsi,
daerah irigasi strategis nasional, dan daerahsitigmaik yang sudah ditugaskan maupun yang
belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Provinsiksiinakan melalui Komisi Irigasi
Provinsi.

(6) Komisi Irigasi Provinsi melakukan koordinasi perajgan sistem irigasi dengan seluruh Komisi
Irigasi Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Komisgéasi Antar Provinsi.

(7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daatghsi lintas Provinsi dan daerah irigasi baik
yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskaim Pemerintah kepada Provinsi
dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.

(8) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jarimganberfungsi multiguna pada satu daerah
irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordiraaerah Irigasi.

BAB XVII
PENGAWASAN
Pasal 77

(1) Gubernur melakukan pengawasan dalam pengembangapeti@elolaan sistem irigasi pada
setiap daerah irigasi, dengan melibatkan peraryanaisat.



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1uthkdéigiatan:
a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan naamadais pedoman, dan manual;
b. pelaporan;
c. pemberian rekomendasi; dan
d. penertiban.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimanasddnp&da ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepadayahg berwenang.

(4) P3A, Badan Usaha, Badan Sosial, dan perseorangayampaikan laporan mengenai informasi
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yangjadietanggung jawabnya kepada
Gubernur.

(5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud padély Dinas Daerah menyediakan
informasi pengembangan dan pengelolaan sistensirsgaara terbuka untuk umum.

(6) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sisteasi ifigovinsi ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan berpedoman pada ketentuatunaer perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRAS
Pasal 78

(1) Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintehaadap setiap orang atau badan untuk
mencegah dan mengakhiri segala tindakan melakpkambangunan, penggunaan irigasi,
pembangunan jaringan irigasi, peningkatan jaririggasi, pengubahan dan atau pembongkaran
jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasihebilitasi yang mengakibatkan pengubahan dan
atau pembongkaran jaringan irigasi sebagaimanakdimdadalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 41
ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2rIRPHsayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56
ayat (1).

(2) Paksaaan pemerintahan sebagaimana sebagaimanawlihpakia ayat (1) dapat berupa :
a. Penarikan uang paksa ; dan’
b. Pencabutan izin usaha.

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddp&ghsikan kepada Kepala Dinas.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 79

(1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undamggabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas thnggungjawabnya di bidang Irigasi,
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegaegei Sipil.

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negati Sebagaimna dimaksud pada ayat (1),
wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang H#eara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 80

(1) Setiap orang yang karena perbuatannya dapat meymgdinngsi drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), diancam dengamgan pidana paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000y®@ @uluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayati§larapelanggaran.



BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeralsapanjang mengenai pelaksanaannya, akan
diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yselasngan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Ssil@aeat.

Ditetapkainviamuju
pada tari@@gfaSeptember 2009

GUBENUR SULAWESABAT,

H. ANWAR ADNASALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H.M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN2009 NOMOR 13



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

. UMUM

Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkadadg-Undang Nomor 26 Tahun
2004, memiliki potensi yang besar di sektor pesmanyang berperan sangat strategis dalam
peningkatan perekonomian daerah Provinsi SulawastByang tidak terlepas dari peran dan
fungsi air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salatlu skomponen pendukung keberhasilan
pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangaingy sesuai dengan tujuan
pembangunan pertanian dari meningkatkan produksukurswasembada beras menjadi
melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan petagiapatani, meningkatkan kesempatan
kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluargaa segjalan dengan semangat demokrasi.
desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan Weduid bermasyarakat perlu menetapkan
kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistensiiriga

Sejalan dengan pelaksanaan asas desentralisapinyamberikan keleluasaan kepada
Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dgmyasip pendekatan pelayanan kepada
masyarakat di berbagai bidang antara lain bidaiggsr, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat mempunyai tujuan untuk memberdayakan damngkatan kemampuan perekonomian
daerah termasuk pembiayaan pengembangan dan pemgdtem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakaa dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan thegan dan peran serta masyarakat
petani dalam kesleuruhan proses pengambilan kesgutsert pelaksanaan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakkegiatan tersebut, dilakukan
pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dasditau instansi Kabupaten/Kota atau
Provinsi di bidnag irigasi secara berkesinambungBin.samping itu, pengembangan jaringan
irihasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengegamn lahan pertanian beririgasi sesuai
dengan rencana dan progam pengembangan pertamgandmemperhatikan kesiapan petani
setempat.

Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakairagasi dan pengguna jaringan irigasi
serta wilayahnya melintasi batas wiayah administpgsnerintahan, maka dalam Peraturan
Daerah ini dibentuk pula lembaga koordinasi dan kaikasi yang disebut Komisi Irigasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangapeth@elolaan sistem irigasi tersbeut
dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigadu pangembangan dan pengelolaan dengan
memperhatikan kepentingan petani pemakai air dagqueaa jaringan irigasi di bagian hulu,
tengah, dan hilir secara selaras, yang dilaksanaldnkelembagaan pengelolaan irigasi yang
meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, PerkumpRétiani pemakai Air, dan Komisi Irigasi.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengemgba dan pengelolaan sistem
irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembadgarpengelolaan sistem irigasi
yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentiagéar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidagélah pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseindrargkosistem dan daya dukung
lingkungan.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabellahd@engembangan dan
pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secamrbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengeg@aman pengelolaan sistem
irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuamgdn kebutuhan masyarakat
pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Ayat (3)
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi spadraipatif yang dilaksanakan di
seluruh daerah irigasi dilakukan oleh P3A atau oRdmerintah Provinsi untuk
meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, kdanampuan P3A dalam rangka
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berkeltamwistem irigasi.

Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilekisam pada wilayah yang berpotensi
untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelatéstem irigasi antara lain
berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, temegerial, dan dana.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepeatihgadalah antara lain, masyarakat
petani, penerima manfaat air irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagoyaadalah air hujan yang
jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasu kesatuan pengembangan dan
pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah ingss) mendapat pelayanan irigasi
dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringamer, jaringan sekunder, dan jaringan
tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksamonitoring, dan evaluasi.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Kabupaten/Kota yan@ai€r dalam ketentuan ini adalah
Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat jaringégasi yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah.
Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem janinggasi terletak pada Pemerintah,
maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adglahlah anggota Wakil
Pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota Miaki Pemerintah.

Yang dimaksud dengan’keterwakilan” adalah anggatggata Komisi Irigasi tersebut
mewakili Institusi yang berkaitan dengan pengelolasistem irigasi, P3A, atau
Kelompok Pengguna Jaringan Irigasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Tugas Komisi Irigasi Provinsi mencakup daerah siggang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Gubernur, serta daerah irigasi yelad ditugaskan kepada Pemerintah
Provinsi oleh Pemerintah.

Pasal 18
Ayat (1)
Guna memadukan pengelolaan iriasi pada daeigdsi lintas provinsi dibutuhkan
kerjasama antara Provinsi terkait dengan yang ullak oleh Komisi Irigasi Antar
Provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebsgyana konsultasi dan komunikasi antara
Wakil P3A, Wakil Pengguna Jaringan Irigasi, dan W&emerintah dalam rangka
pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi iguita pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah Provinsi memfasilitasi terselenggardogam koordinasi daerah irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalanerketn ini lebih diutamakan dalam

penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannga dilgkukan olh Pemerintah
Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam rte@a ini lebih diutamakan dalam

penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, semlangklaksanaannya dapat
dilakukan olh Pemerintah Kabupaten/Kota atau PertadriDesa.

Huruf g
Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam kegantuni lebih diutamakan dalam

penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, semlangklaksanaannya dapat
dilakukan olh Pemerintah Kabupaten/Kota atau PertsriDesa.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” ankairg berupa bimbinganteknis, tenaga,

dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kotxiddn melalui proses konsultasi
dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 21
Kerja sama yang dapat disepekati oleh P3#am hal P3A belum terbentuk, persetujuan

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasatkaepakatan masyarakat petani.

Pasal 22
Ayat (1)



Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pemip@mgu peningkatan, operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegipgrencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorargiam gpengembangan da pengelolaan
sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak ungai dampak secara kolektif,
misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, yrearypembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subyekbatdan usaha yang
memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi msyarakat dapat dilakukan secara latalksuai dengan kemampuannya,
yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, darb@gaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antaraléai status hukum organisasi,
kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, danghirmhggota organisasi yang aktif.

Kemampuan kelembagaan dapat diindasikan antaradiinjumlah tenaga ulu-ulu
(pembagi air) yang mampu membagi air secara adil oheerata,jaringan irigasi
terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tan

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain deamampuan membiayai
pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengegkmlan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal sudah terbentuk P3A, partisipassyaeakat petani harus disalurkan melalui
P3A.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum aaid@lah masyarakat yang kenyataannya
masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengaruRer&aerah.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dmaksud dengan “pertanian rakyat” addlati daya pertanian yang meliputi
berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangarikanan, peternakan, perkebunan,



dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengas tedentu yang kebutuhan airnya
tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepkéduarga.

Ayat (3)
Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkanya untuk memenuhi kebutuhan air
bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanakyat.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang diaksud dengan “pengembang’, antara lain hd&amerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usadgrbsosial, kelompok masyarakat,
atau perseorangan yang membangun atau meningksiitam irigasi di suatu wilayah
tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” lafla penetapan yang bersifat
sementara yang diberikan kepada pengembang sefzamgeian untuk memperoleh
sejumlah air dari sumber air tertentu setelah siigeap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, ankarg peruntuan, debit air, dan waktu
pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistegasiriyang sudah ada’ adalah
perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan air” adalah kelartuir untu pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalaterkean ini adalah kepentingandi
luar pertanian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telalesai dibangun” dalam ketentuan
ini adalah untuk pembangunan jaringan irigasi ketau peningkatan jaringan irigasi
yang sudah ada.

Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” addlak guna pakai air untuk irigasi
diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma mglehgukuhan dalam bentuk
dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolekeii Pemerintah melalui P3A.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertangkyat” adalah kebutuhan air
untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagandditi, yaitu tanaman pangan,
hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutagang dikelola oleh rakyat dengan
luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dafdua) liter per detik per kepala
keluarga.

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah adi@ah sistem irigasi yang sudah
dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerirddl paat berlakunya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)
Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P&alah hak guna pakai air yang
merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerahiirig

Ayat (3)



Maksud pencantuman daftar petak primer, petak skkurdan petak tersier, serta
kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah letiilkmemperkuat jaminan kepada
petani.

Ayat (4)
Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru ddstem irigasi yang ditingkatkan
berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasapembahan ketersediaan air dan penggunaan
nair, misalnya akibat kondisi nalam, perubahan laesal yang diairi oleh jaringan
irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan pdram&etersediaan air dan penggunaan
air, misalnya akibat kondisi nalam, perubahan araal yang diairi oleh jaringan irigasi,
perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam hal terrentu” @dahisalnya kekeringan, kebakaran.



Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adlal

a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;

b. Kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air hadtuk air minum rumah
tangga ;

c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran ;

d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran ai

Ayat (3)
Rencana tata tanam memuat jenis tanamansilpkaanaman, jadwal tanam, dan luas
tanam.

Ayat (4)
Huruf a
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada siaerah irigai dapat dilakukan, antara
lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam bphegolongan kelompok petak
sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerajasi dapat dilakukan dengan
pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigagian hulu dengan daerah
irigasi bagian nhilir yang mendapat air dari sumyzerg sama.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Rencana tata tanam dalam suatu KabupatefA¢od&ri dari rencana tata tanam yang
disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk daeralasrigang menjadi kewenangannya
danrencana tata tanam yang disusun oleh Dinas rRrountuk daerah irigasi yang
terletak dalam Kabupaten/Kota tersebut yang mekggenangan Provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dewan sumber daya air’” adalkatupakan wadah koordinasi
antar pemilik kepentingan sumber daya air sesuaildyah Provinsi.

Ayat (5)
Cukup jelas.



Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebututzn untuk irigasi” adalah

memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan aig ysmtum merupakan wadah
koordinasi antar pemilik kepentingan sumber dayaesuai di wilayah Provinsi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pelaksana pengelolaan iriasi adalah petugas lapayagegg melakukan pembagian dan
pemberian air irigasi dalam satu daerah irigassamya penjaga pintu air, penjaga pintu
bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 37
Ayat (1)
Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi umémkbagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bagunan yang berfungsgt mebagi air dan sekaligus
mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)
Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi mangalirkan air ke petak tersier

yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatayamakat petani dan dituangkan
dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemhrinta

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rengamg memuat tata letak dan

gambar-gambar teknis secara rinci pada suatuldaegasi yang tertuang dalam bentuk
dokumen.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadggung jawab Pemerintah Daerah
ditetapkan oleh Dinas.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangleh masyarakat petani, letak
bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi ataplisebabkan oleh kekurangan air pada
sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaaigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasig diambil langsung dari
sumber air permukaan”, misalnya mengambil air damgai, waduk, danau yang
digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigagélam ketentuan ini adalah
pembangunan baru pada lahan yang belum ada jarimg@msinya yang mencakup
pembangunan jaringan irigasi air permukaan dangan irigasi air tanah.

Ayat (2)
Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan sasatk@n dengan izin penggunaan air
dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakepgoman operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekwhddalah jaringanirigasi air tanah
berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangutemanya dan jaringan ditribusi
pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetdan irigasi curah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Bantuan kepada P3A oleh Pemerintah Daerah diverddeaadasarkan evaluasi atas
permintaan P3A dengan mengacu pada krieria yaegadkan oleh Gubernur dengan
tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk mdhkembangkan kemampuan
petani dalam mengelola jaringan irigasi yang margtjgungjawabnya.

Ayat (5)
Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini kadlakarena jaringan irigasi yang
dibangun Badan Usaha, Badan Sosial, atau persevoaifyzbungkan dengan jaringan
irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan iriaklam ketentuan ini mencakup
peningkatan jaringan irigasi air permukaan dammgan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk menhzses areal pelayanan, meningkatkan
kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigadiara lain dari sistem irigasi
sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi $ekmis ke teknis, dan dari sistem
irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan carggantian pintu dan pembuatan
linning saluran.



Peningkaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan raeparsial dan bertahap sesuai
dengan kebutuhan.

Ayat (2)
Desain peningkatan jaringan irigssi harus mencgagoman operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adlakarena jaringan irigasi yang
ditingkatkan Badan Usaha, Badan Sosial, atau pensgan terthubung dengan jaringan
irigasi yang sudah ada.

Pasal 46
Ayat (1)
Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigeedbabkan, baik oleh peningkatan
jaringan irigasi maupun sebagai sebagai dampak Hagiatan lain, misalnya
pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunaimgfn pipa gas, atau
pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irgaser dan sekunder.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksan@@mbangunan dan/atau
peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengawama dan program pengembangan
pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertabeirigasi”, antara lain
pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hottikayl perkebunan, dan/atau
peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesgiembangunan dan/atau
peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dersgan petani membutuhkan air dan
siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil kainpaaitanian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)



Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemakinajaringan irigasi primer, sekunder,
dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringgasirdan konservasi air di daerah
irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dakt@ntuan ini adalah apabila
pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesngad yang telah disepakati dalam
Komisi Irigasi, P3A dapat menyampaikan laporan /al@au pengaduan kepada
pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)
Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Daesa),d&n pengguna jaringan irigasi
memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaana ain, mengenai pengaturan air
irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat pa®rpemeliharaan, dan waktu
pemeliharannya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49
Termasuk dalam tanggungjawab P3A adalahgan irigasi tersier, jaringan irigasi desa,
jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi isigaikro, dan bagian jaringan irigasi yang
dibangun oleh P3A.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagianase&mngan jadwal kebutuhan air
agar tidak mengganggu tanaman yang sedang memintaik

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukemndasarkan kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dan P3A, serta diberitahukdabterdahulu kepada P3A dan
pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tigalupy hari kalender sebelum
pelaksanaan pengeringan.

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigésém ketentuan ini adalah upaya
untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yaraj degyusak jaringan irigasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalamketentuginadalah perseorangan, Badan
Usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelomp8R. P

Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah patagamanan bagi saluran-saluran
dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarakerter sepanjang saluran dan
sekeliling bangunan.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tareigytidak ditutup kembali yang
dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yangnasalnya yang menimbulkan
bocoran, retakan, atau longsoran pada bangunan.

Ayat (2)
Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangyang menurut pertimbangan
teknis tidak mengganggu fungsi jaringanirigasi.

Pasal 53
Pedoman dimaksud antara lain memuat metoderi&, dan tata cara.

Pasal 54
Ayat (1)
Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehasiilididasarkan pada tingkat kerusakan
jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaritibah kerusakan, keterbatasan
pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul agdraindaan perbaikan kerusakan.
Data tersebut diperoleh dari hasil penelusurangan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketenini adalah kerusakan yang
terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebghynnmisalnya, akibat dari bencana
alan dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan itigasitara lain kelembagaan
pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, danitéssipbendukung seperti bangunan
kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatannlaten kendaraan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian gangelolaan aset irigasi yang
dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiaa jdaihgan irigasi.
Hasil pendataan tersebut merupakan bahan eval@msinan atau pelaksanaan
pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)
Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksan&ké@dma) tahun sekali secara nasional,
yang dimulai sejak saat ditetapkannya Peraturamabagi.

Data hasil inventarisiasi lengkap tersebut dijadilsgbagai bahan dalam penyusunan
atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangkanggpengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dist&afa untuk perencanaan kegiatan
operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkanuki kepentingan perencanaan
lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan airubakemberi air untuk perikanan,
dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)
Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukareldruh wilayah Provinsi dimulai
sejak ditetapkannya Peraturan Daderah ini.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.



Pasal 63
Ayat (1)
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasiukitak berdasarkan hasil pemutakhiran
data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya asexhalisis perkembangan data hasil
pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelakeiryang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irdjganakan sebagai masukan untuk
pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 64
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi bermp@rubahan catatan aset jaringan irigasi
dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.
Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kemblalkaai angka kebutuhan nyata
operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untelkgetahui nilai barang milik/kekayaan
negara.
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yaagipa pencatatan jaringan irigasi yang
sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarksulan yang telah dibahas dengan
melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kaji@an analisis yang menyeluruh,
menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosiala@abtindak lanjut dari pemutakhiran
hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan pamat kembali keberadaan pendukung
pengelolaan irigasi.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi poielibiaya perencanaan dan biaya
pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasietedari Pemerintah Daerah
dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuantpayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalabnoakup kemandirian dalam
pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 67



Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adadésiaran biaya yang dihitung
berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasglip@araan, dan rehabilitasi tiap
bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahakdadisi dan fungsi jaringan
irigasi.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” ad&kediatan pemeriksaan secara
langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuanadalah bagian pembiayaan
yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa damag& maupun material.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigassieierdari Pemerintah Daerah
dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuamipayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakkpmandirian dalam
pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasilama ketentuan ini adalah
pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jarningigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Maksud “mengoordinasikan dan memadukan perencanadalah untuk mencegak
terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalambpsyaan antar daerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan peraan pembiayaan pengelolaan
jaringan irigasi, Komisi Irigasi Provinsi dapat mbatkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah , Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lamgyterkait dalam pelaksananan
pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigadia setiap daerah irigasi
dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam rgeae prioritas alokasi dana

pengelolaan irigasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Pemerintah Daerah secara terpadu mengupayakadidenge daerah irigasi dengan luas
minimal.
Yang dimaksud dengan “:luas minimal” adalah perbbayah antara luas lahan pertanian
beririgasi sebwesar 1 (satu) hektar dan kebutukasstkbagi 25 (dua puluh lima) orang

penduduk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Dalam hal terjadi perubahan rencana taang wilayah, diupayakan penggantian

lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penataan ulang sistem irigasi adalah pengatkeebali sistem irigasi yang berkaitan

dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tatak saluran, dimensi saluran,
pemutakhiran hasil inventariisasi aset irigasi, danghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ’bersifat konsultatif dan Howatif” adalah hubungan yang

bersifat setara.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (5)
Dalam Dberkoordinasi, Koisi Irigasi Provinsi aphit melibatkan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawatathadap sistem irigasi milik
Pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun olesyarakat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatang@manan dan perbaikan
jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetegaga, serta mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaam sigyasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaséemsisigasi yang disediakan
meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh PemahntPemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten/Kota, P3A, Badan Usaha, Badan Sosialpeie®orangan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan
hidup diberi wewenang khusus sebagai PPNS.

Wewenang yang dimaksud adalah :

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
atas pelanggaran peraturan daerah.

2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.

3. Menghentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.



4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

6. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya.

9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-
jawabkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
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